
  

 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA  

NOMOR 21 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA  

NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

 TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 
 

Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan  
Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terkait Keputusan 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/ 
SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus 
Disease (COVID-19), serta Pengamanan daya beli masyarakat 

dan Perekonomian Nasional, adanya pergeseran antar objek 
belanja, dan antar rincian objek belanja di beberapa Perangkat 

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 101 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Penetapan    
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)    
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821);  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 10 Seri D); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 101 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 

Pasal  1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
terdiri atas : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.   100.372.393.825,00 

b. Dana Perimbangan  Rp.   779.266.279.796,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah   

yang Sah Rp.   192.317.840.300,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.071.956.513.921,00 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung :  

1)  Belanja Pegawai Rp.   445.406.210.022,01 

2)  Belanja Bunga Rp.                           0,00 

3)  Belanja Subsidi Rp.                           0,00 

4)  Belanja Hibah Rp.     37.007.604.200,00 

5)  Belanja Bantuan Sosial Rp.     16.727.500.000,00 

6)  Belanja Bagi Hasil Rp.       4.911.750.500,00 

7)  Belanja Bantuan Keuangan Rp.   119.119.364.200,00 

8)  Belanja Tidak Terduga Rp.     50.000.000.000,00 

                                                       Rp.   682.172.428.922,01 

b. Belanja Langsung : 

 1)  Belanja Pegawai                       Rp   126.088.619.840,00 

 2) Belanja Barang dan Jasa Rp.  276.422.356.167,22 

 3)  Belanja Modal Rp.  104.741.236.889,00 

         Rp.   507.252.212.896,22   

 Jumlah Belanja Rp 1.189.424.641.818,23 

         Surplus / (Defisit)                                     Rp. (117.468.127.897,23) 

3. Pembiayaan : 

  a. Penerimaan              Rp.    117.468.127.897,23    

b. Pengeluaran Rp.                              0,00   

    Jumlah Pembiayaan Netto                             Rp.     117.468.127.897,23 

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

  tahun berkenaan                                           Rp.                            0,00      
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Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
ini.  

Pasal  3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 

Peraturan ini.  

Pasal  4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.    

Pasal  5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal  6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 
 

 
Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  20 April 2020 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 

MULKAN   
Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 20 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 21 

 
 

 

  

 

 
 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

Cap/dto 
 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 

PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 

 


